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ABSTRAK

Defenisi terorisme selama ini masih memiliki perbedaan di kalangan para
pakar hukum atau ilmuan. Dari sekian perbedaan itu daptat disimpulkan bahwa
terorisme adalah tindak kekerasan atau semacam kekerasan yang diperhitungkan
sedemikian rupa untuk menciptakan suasana takut dan bahaya dengan maksud
menarik perhatian nasional maupun internasional terhadap suatu aksi ataupun
tuntutan.

Semenjak terjadi kasus peledakkan gedung kembar (WTC) milik
kekuasaan dan lambang kebanggaan Amerika serta peledakan Pantagon gedung
pertahanannya pada tanggal 11 September 2001. Kemudian peristiwa -di
Indonesia- Bom Bali, Hotel Marriot, Depan Kadubes Australia di Jakarta, negara-
negara seperti latah berlomba-lomba membuat undang-undang pemberantasan
terorisme, dan secara langsung menyatakan perang terhadap teroris. Di Indonesia
atas persetujuan DPR-RI terbentuklah Undang-undang No. 15 Tahun 2003
tentang ‘Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme’.

Berhubung kajian ini adalah studi pasal terhadap Undang-undang Anti
Terorisme, penulis memilih satu pasal, yaitu pada pasal 6. Di mana dalam
pemahaman pasal 6 tersebut, tercantum bahwa siapa saja pelaku tindak pidana
terorisme diancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan
penjara 20 tahun.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana ancaman hukuman yang
terdapat dalam pasal tersebut menurut kacamata hukum Islam. untuk mendekati
pemahaman terhadap ancaman hukuman terorisme, penelitian ini menggunakan
metode ushul figh yaitu dengan Qiyas (analogi) dengan hirabah. Di mana dengan
menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk melihat dan menganalogikan
hukuman tindak pidana terorisme dengan hukuman pidana hirdbéh. Hal ini karena
di dalam Nash (baik dalam Al-Quran dan Hadits) tidak ditemukan atau tercantum
tentang penetapan atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana
terorisme.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa tindak pidana terorisme dengan
hirabsh hampir sama, artinya antara terorisme dengan hirdbdh, sama-sama
menghilangkan rasa aman pada manusia, menghancurkan harta benda bahkan
sampai menghilangkan nyawa. Tidak ada yang pantas balasan yang diberikan
kepada pelakunya kecuali dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal
ini sesuai dengan ajaran Islam, yakni untuk tidak membuat kerusakan di muka
bumi dan tunduk kepada hukum-hukum syari’at yang sudah ditetapkan Allah atas
Rasul-Nya.
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Puji syukur selayaknya penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan
semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari
pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta
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ancaman hukuman terhadap pelaku pidana terorisme menurut kaca mata hukum
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masalah serius yang harus segera ditangani bahkan dibcrantas keberadaanya.

Terorisme di samping menghilangkan tatanan nilai-nilai dan hukum di masyarakat
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juga menghilangkan tatanan sebuah negara bahkan agama. Pelakunya bisa siapa,
di mana dan kapan saja.

Masalah kejahatan terorisme bukan saja menjadi masalah domestik, tetapi
sudah menjadi masalah kejahatan lintas negara teritorial (internasional).
Pemberantasannyapun membutuhkan kerjasama antar negara-negara yang beradab
dengan tindakan yang sangat tegas. Salah satu upaya pemberantasan kejahatan
terorisme adalah dengan cara membuat undang-undang yang jelas dan tegas oleh
masing-masing negara dengan tidak meninggalkan asas-asas kemanusiaan (HAM)
dan asas keadilan yang beradab pula. Ancaman hukuman yang diberikan kepada
pelaku tidak pidana terorisme yang pantas adalah hukuman mati atau penjara
seumur hidup. Islam sebagai agama jelas-jelas tidak membenarkan dan mengutuk
keberadaan terorisme. Islam selalu mengajarkan kedamaian, kendati banyak pihak
(negara) yang mempersoalkan bahwa Islam dianggap sebagai negara terorisme.
Sesungguhnya anggapan seperti itu sama sekali tidak benar. Hukum Islam
memberi tegasan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku tindak tindak terorisme
adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ‘Ensiklopedi Nasional Indonesia’, terorisme diartikan sebagai
tindak kekerasan atau semacam kekerasan yang diperhitungkan sedemikian
rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud
menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun
tuntutan.’

Istilah terorisme mulai digunakan pada abad 18 M, terutama untuk
menunjuk aksi kekerasan pemerintah dalam menjamin ketaatan rakyatnya.
Pendek kata pengertian ini cukup menguntungkan bagi para pelaku negara
yang memegang kekuasaan. Dengan demikian istilah terorisme diterapkan
terutama untuk terorisme pembalasan oleh individu atau kelompok-kelompok
tertentu sebagai pengacau pihak-pihak yang kuat? Oleh karena itu terorisme
merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik
kekerasan yang kaitannya antara terorisme dan aksi-aksi teror tidak dapat
dirumuskan dengan mudah. Tindak kekerasan (terorisme) itu dapat saja
dilakukan oleh individu, kelompok atau negara, dan terorisme ini memiliki tiga

komponen yaitu pelaku teror, tindak teror, dan sasaran teror. Adapun

'Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jekarta:
Balai Pustaka, 1989), him. 270.

*Noam Chomsky, Menguak Tabir Terorisme Internasional, Terj. Hamid Basyaib
(Bandung: Mizan, 1991), hlm. 19-20.



motivasinya dapat bersumber pada alasan-alasan ‘idiosinkratik’ (dapat
diartikan sebagai tabi’at seseorang yang aneh) kriminal maupun politik, sasaran
atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya tetapi hanya sebagian dari
taktik, intimidasi, maupun propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.’

Tindak kejahatan terorisme hampir sama dengan kejahatan terhadap
keamanan negara yang lebih pasnya disebut kejahatan terhadap ketatanegaraan,
yang tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa,
seperti rencana pembunuhan kepala negara atau membuat kepala negara tidak
dapat menjalankan fungsinya melalui suatu pemberontakan. Sedangkan
kejahatan terorisme lebih menimbulkan kekacauan sampai pada ketegangan
dalam suatu masyarakat tertentu dan dapat juga melalui serangan atau tindak
kekerasan. Ciri khas tindak kejahatan atau kekerasan terorisme adalah
pembunuhan sistematis dan dengan sengaja mencekam atau menimbulkan rasa
takut penduduk sipil.*

Peristiwa tragedi WTC, Pantagon 11 September 2001 dan bom Bali 12
Oktober 2002 yang lalu, misalnya adalah salah satu contoh tindak kekerasan
terorisme yang mengemparkan dunia, sehingga menjadikan seluruh negara
(tidak terkecuali Indonesia) berusaha untuk membuat undang-undang
memberantas terorisme dan secara langsung menyatakan perang terhadap

terorisme.

3Rachland Nashidik, ‘Kebijakan Alternatif Penanggulangan Terorisme’ dalam Imparsial
@ Centrin. Net. Id. Akses September 2003.

“Loebby Luqman, ‘Terorisme’ dalam Makalah yang Disampaikan pada Sosialisasi
Undang-undang tentang Terorisme pada bulan Mei 2003 di Yogyakarta, him. 1.




Dengan peristiwa tersebut merupakan titik kulminasi bangsa Indonesia,
kemudian menetapkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Teroris yang tidak lain untuk melakukan
pununtutan kepada para pelaku tindak pidana teroris (misalnya kasus bom
Bali), dan dalam lingkup kejahatan internasional tiap negara (termasuk
Indonesia) wajib melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan
penghukuman terhadap kegiatan terorisme di manapun locus delicti itu
dilakukan.’

Adanya peristiwa teror dan indikasinya terorisme kemudian banyak
negara membuat undang-undang anti terorisme. Upaya tersebut dimaksudkan
untuk menangkal terorisme dan melindungi masyarakat, lingungan hidup,
obyek-obyek vital, dan kepentingan nasional maupun internasional.

Mengingat kejahatan terorisme adalah kejahatan kemanusiaan maka
dalam UU Anti Terorisme memberikan sanksi yang berat terhadap kejahatan
terorisme dengan sikap tegas dan keras terhadap pelakunya dengan tetap
menghormati hak-hak asasi manusia. Oleh karena sanksi yang diberikan bagi
pelaku tindak pidana teroris adalah hukuman mati. Di mana hukuman tersebut
merupakan sanksi maksimal bagi pelaku tindak pidana terorisme. Sebagaimana
yang tersebut dalam pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 yang
menyatakan bahwa:

Setiap orang vang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa tahkut
terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

‘Romli Atmasasmita, ‘Pemberantasan Terorisme’, dalam Harian Kompas, tanggal 5
Januari 2003, him. 4.




massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan

harta benda orang lain dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau
fasilitbas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana
mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun

dan paling lama duapuluh tahun. 6

Di dalam pelaksanaan hukum mati, masih terjadi pertentangan antara
yang pro dan kontra, dan masing-masing mempertahankan argumennya. Bagi
yang pro menjawab UU ini sudah sesuai dengan UUD 1945, Pancasila dan
ajaran agama (Islam), sebaliknya bagi yang kontra atau tidak setuju
mengatakan UU ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam hukum Islam sendiri, hukuman terhadap perbuatan-perbuatan
kriminal atau jarimah atau bahkan terorisme dapat dikategorikan ke dalam
beberapa kelompok; perfama, dilihat dari niat pelaku, maka tindak pidana ini
dapat berbentuk di sengaja atau tidak, kedua, dilihat dari segi cara
mengerjakannya (melakukannya), maka tindak pidana ini dapat berbentuk
positif yakni melakukan secara nyata (ijbiyah) dan negatif yakni tidak
melakukan, ketiga, dilihat dari segi yang menjadi korban, maka tindak pidana
dapat berbentuk perorangan atau kelompok, keempat, dilihat dari segi sifat
tindak pidana, dapat berbentuk pidana biasa atau politik, dan kelima, dari segi
berat ringannya sanksi hukuman, tindak pidana ini berbentuk tiga macam,
hudud, ta’zir dan gishas.

Hudud adalah delik atau tindak pidana yang sanksinya secara kualitatif

dan kuantitatif ditentukan oleh dan menjadi hak Allah. Artinya sanksi

1 that UU RI Nomor 15 Bab I Pasal 6 Tahun 2003




hukumnya tidak memiliki batas minimum dan maksimum, seperti, minum-
minuman keras, merampok, pemberontak, zina atau menuduh berzina dan
murtad. Ta’zir yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh
syara’, tetapi ditentukan oleh manusia, tentunya lewat pihak yang
berkompetensi untuk menetapkan hukuman yakni hakim atau negara dengan
berpedoman bahwa pemberian sanksi bertujuan sebagai pengajaran. Sedangkan
gishds, yaitu tindak pidana yang sanksinya adalah seperti perlakuan pelaku
yaitu memberi akibat atau balasan yang sama, baik yang berupa
menghilangkan jiwa, anggota badan ataupun melukai.”

Pada hakekatnya semua teori tentang fungsi dan tujuan dilakukannya
institusi tentang hukuman adalah sama yaitu untuk mengembalikan ketertiban
umum yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat atau negara. Dengan kata
lain tujuan hukum Islam itu untuk kemaslahatan hidup baik rohani maupun
jasmani, individu maupun sosial.®

Perkembangan pemikiran di bidang hukum pidana akhir-akhir ini mulai
tumbuh dan mempersoalkan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam perspektif hukum Islam dan
terhadap kasus delik pidana yang muncul baru-baru ini di Indonesia yakni

masalah tindak pidana terorisme.

"Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam menurut Ahlusunnah wal Jama ‘Gh (Jakarta:
Bulan Bintang, 1971), him. 275.

M. Daud, Hukum Islam; Pengantar llmu Hukum dan Hukum Isiam di Indonesia (Jakarta:
Raja Grafindo Perkasa, 1993}, hlm. 53.




Berdasarkan paparan di atas perlu adanya tindakan lebih lanjut dalam
pembahasan hukum pidana Islam yang masih terbatas -dalam hal literatur
maupun penelitian- dalam dunia akademis. Oleh karena itu penulis merasa
tertarik untuk meneliti masalah hukuman bagi tindak pidana terorisme dari
sudut pandang hukum pidana Islam, dengan mengambil tema ‘Hukuman
Tindak Pidana Terovisme menurut Hukum Islam (Studi Pasal 6 UU Nomor 15
Tahun 2003)°, di mana dalam penelitian ini akan melihat dari sudut pandang
hukum pidana Islam terhadap pelaksanaa UU tersebut, khususnya dalam Pasal

6 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.

. Pokok Masalah
Berangkat dari latar belakang masalah di atas dapatlah diidentifikasi
pokok masalahnya yaitu: bagaimana hukuman bagi tindak pidana terorisme

dalam Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003 menurut hukum Islam?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah untuk memahami, mengeksplorasi dan mendeskripsikan hukuman
tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 dalam perspektif
Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah:




1. Secara ilmiah, sebagai pengetahuan sekaligus memberikan informasi
tentang hukuman tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 UU Nomor 15
Tahun 2003 menurut Hukum Islam.

2. Untuk menjadi landasan rintisan bagi pengembangan ilmu Hukum Islam
sekaligus sebagai masukan (berupa ide maupun saran) bagi pihak-pihak
terkait dalam usaha penegakan Hukum Islam dalam tindak pidana
terorisme.

3. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian

selanjutnya

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini sama sekali belum pernah dilakukan sebelumnya, baik
dalam bentuk buku, artikel, ulasan lepas, atau dalam format penelitian khusus.
Terlebih terhadap tema dari penelitian ini, yaitu “Hukuman Ti indak Pidana
Terorisme menurut Hukum Islam (Studi Pasal 6 Undang-undang Nomor 15
Tahurn 2003)”.

Menurut sepengetahuan penulis dari penelusuran pustaka, ada beberapa
kajian yang telah mengeksplorasi tentang tema-tema pokok tersebut, seperti:

Teroris Serang Islam buku yang ditulis Farid Muttagien dan Sukidi’
Menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan terorisme serta dampak sosial
terhadap kehidupan manusia, seperti banyaknya korban manusia yang tidak

berdosa, kerugian harta benda, serta berbagai fasilitas lainnya. Sedangkan

Farid Muttagien dan Sukidi, Teroris Serang Islam (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).




dampak politiknya seluruh dunia diwajibkan untuk ikut memerangi terorisme
walaupun belum jelas siapa teroris dunia. Hal ini mengakibatkan banyaknya
negara yang pro dan kontra dalam mensikapi tindak kejahatan terorisme
termasuk Indonesia. Dan dalam hal ini pula penulis belum menemukan
pembahasan tentang teroris dalam segi hukumannya.

Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati yang ditulis
Nuraini AM dalam Jurnal Sosio-Religia,'® yang mencoba memaparkan alasan-
alasan atau argumen dari mereka yang setuju dan yang tidak menyetui pidana
mati disertai pula dengan tujuan dari hukuman tersebut baik dilihat dari hukum
positif maupun hukum Islam. Secara khsus buku ini tidak membabhas terorisme,
hanya mengutarakan tentang pro dan kontra dari diadakannya hukuman mati di
Indonesia.

Pidana mati tidak pernah habis untuk diperdebatkan, masing-masing
dilandasi dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Bagi yang setuju berusaha
mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati sesuai dengan ajaran
agama (Islam), Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, sementara yang
tidak menyetujui beralasan bahwa hukuman mati (penghilangan nyawa
manusia itu bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 28 I Amandemen
11 Undang-undang Dasar 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk disiksa...adalah
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.”.

 Menurut Nuraini AM., bahwa tujuan penjatuhan pidana sendiri masih

belum terjawab secara memuaskan. Ada yang mengatakan bahwa tujuan




penjatuhan pidana supaya pelaku jera. Kalau untuk membuat pelaku jera,
tampaknya semakin banyak orang yang dihukum semakin tinggi tingkat
kejahatannya. Artinya pidana yang ia peroleh tidak lantas menjadikan pelaku
atau calon pelaku takut dengan sanksi yang diberikan, seperti kasus korupsi
yang notabene dalam peraturannya diancam hukuman mati, namun vonis aneh
yang lahir berupa putusan bebas, seperti kasus Syahril Sabirin, Ida Bagus Oka
dan lain sebagainya. Kalau tujuannya untuk memperbaiki penjahat tentu cukup
dengan pidana bersyarat atau pidana pengawasan, seperti kasus mucikari,
homoseksual dan sejenisnya. Namun untuk kejahatan yang sangat
menyinggung rasa kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, terorisme
dan kasus berat lainnya, menurut Nuraini sangat sulit untuk menghilangkjan
sifat jera atau diperbaiki melalui pidana penjara, oleh karena itu
pembalasannya dengan menghukum mati sebanding dengan perbuatan yang
telah dilakukan.

Domestis Terrorissm in the Islamic Legal Tradition, makalah yang
ditulis oleh Suherma A Jakson ini menjelaskan tentang sejarah terorisme di
dunia, terorisme dalam hukum Islam dan hukum pelaku tindak Pidana
Terorisme dalam hukum Islam secara umum.'’

Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam

(Upaya Menuju Reformasi Hukum), makalah yang ditulis oleh Ratno Lukito.

ONuraini AM, ‘Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Hukuman Mati® dalam Jurna/
Sosio-Relegia, Vol. 2, No. 2, Februari 2003.

UChaerman A. Jakcson, ‘Domistic Terorism the Islamic Legal Tradition’ dalam ‘The
Meoslem World Journal’, vol., 91, Januari 2001.
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Dalam makalah ini beliau menjelaskan tentang teori hukum dalam hukum
pidana Islam, dasar-dasar pemidanaan dalam Istam.'?

Pidana dalam Syariat Islam, buku kecil yang ditulis oleh Teungku
Hasbi Muhammad Ash Shiddieqy dalam buku ini beliau menjelaskan tentang
sejarah hukuman mati dalam Islam dan hukuman-hukuman yang masuk dalam
pidana mati dalam syariat Islam."

Makalah yang ditulis oleh Hanafi Amrani, dengan tema: “Kebijakan
Kriminalitas terhadap Terorisme Studi Kritis RUU Pemberantasan Teroris.
Ada tiga pokok persoalan mendasar yang ingin dibicarakan dalam makalah ini;
1) Berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup Terorisme, 2) Berkaitan
dengan studi kritis terhadap RUU pemberantasan teroris, dan 3) Berkaitan
dengan masalah kebijakan kriminalitas terhadap perbuatan teroris dalam
Hukum pidana Indonesia.

Membicarakan masalah ini termasuk ruang lingkup kebijakan politik
hukum pidana yang sekaligus merupakan bagian dari masalah kebijakan
penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan
kriminal, oleh karenanya sebagai salah satu masalah kebijakan dengan
sendirinya bergantung pada pembuat atau pengambil putusan untuk
menentukan apakah perlu dilakukan ‘kriminalisasi’ terhadap masalah terorisme

ini.

2Ratno Lukito, ‘Reformulasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya
menuju Reformasi Hukum)’, dalam Jurnal 4-Syir ‘ah, Vol, 2, Februari 2003.

UMuhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pidana Mati dalam Syari’at Islam (Semarang: PT.
Pustaka Rizgy, cet., [, 1993).
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Dari berbagai buku, makalah, jurnal yang telah disebutkan di atas
bahwa yang membahas hukuman tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 UU
Nomor 15 Tahun 2003 menurut hukum Islam belum ada yang membahas.
Kebanyakan masih membahas seputar terorisme dan dampak yang
ditimbulkannya. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik untuk membahas
atau meneliti masalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana

teroris dalam kaca mata hukum Islam.

. Kerangka Teoretik

Sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan digolongkan
sebagai kejahatan luar biasa, terorisme mempunyai dampak sosial yang sangat
besar terhadap kéhidupan manusia, dampak dari perbuatan ini adalah
banyaknya korban jiwa yang tidak berdosa, kerusakan harta benda, baik
fasilitas umum maupun pribadi.

Dari dampak yang sangat besar tersebut pemerintah menyusun suatu
UU Anti Terorisme serta sanksi hukumnya bagi setiap pelaku tindak pidana
terorisme baik perorangan maupun kelompok. Dalam UU tersebut
sebagaimana yang telah disebut dalam pasal 6 bahwa pemerintah memberikan
hukuman yang sangat keras bagi para pelaku tindak pidana yaitu diancam
maksimal hukuman mati, atau seumur hidup dan atau penjara 20 puluh tahun.

Sebelumnya telah disinggung bahwa pidana mati tidak pernah habis
untuk diperdebatkan, masing-masing dilandasi dengan berbagai alasan dan

pertimbangan. Bagi yang pro berusaha untuk mempertahankan dengan alasan
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bahwa pidana mati (khususnya bagi tindak pidana terorisme) sesuai dengan
ajaran agama (Islam), UUD 1945 dan Pancasila, sementara yang menolak
beragumen bahwa hukuman mati tidak berprikemanusiaan, bertentangan
dengan konstitusi, tidak memberi kesempatan berbuat baik ataupun hakim
dapat keliru dalam putusannya.'*

Pasca tragedi bom Bali 12 Oktober 2002 lalu, memunculkan kesadaran
baru bagi bangsa Indonesia bahwa keberadaan terorisme sungguh menjadi
suatu kenyataan bahwa Indonesia -terlepas dari pro dan kontra- masih
membutuhkan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme
sebagai salah satu wujud untuk merealisasikan tujuan pemidanaan, khususnya
tindak pidana terorisme di Indonesia.

Selain itu pemerintah Indonesia sebenarnya masih memiliki landasan
pidana mati dengan terbukti masih terpampang, baik dalam KUHP maupun di
luar KUHP seperti UU Subversif Nomor 12 (drt) tahun 1951 tentang ‘Delik
Pembunuhan Ganda’, ‘Perusakan Barang’, ‘Pembakaran’, dan juga mengenai
‘Bahan Peledak dan Senjata Api’; UU Nomor 5 tahun 1997 tentang
“Psikotropika’; UU Nomor 22 tahun 1997 tentang ‘Narkotika’; Undang-undang
nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun
2001 tentang ‘Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, dan terbaru Perpu No. 1

dan 2 tentang Pemberantasan Terorisme dan Pemberlakuan UU Pemberantasan

YNuyraini Am, ‘Kontroversi Seputar..., him. 215.
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Terorisme yang sekarang telah diubah dengan UU Nomor. 15 tahun 2003
tentang ‘Anti Terorisme’."”

Sedangkan dalam Islam esensi pemberian hukuman bagi pelaku suatu
jarimah (tindak pidana) dapat dijabarkan sebagai berikut; pertama, untuk
memelihara masyarakat. dalam hal ini pentingnya hukuman adalah sebagai
upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatan pelaku jarimah, kedua,
sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang
melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan
perbuatannya, ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Hukuman ini
juga sebagai upaya mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik sekaligus
anggota masyarakat yang baik pula, dan keempat, hukuman sebagai balasan
atas perbuatannya. Menjadi suatu kepantasan setiap pembuat dibalas dengan
perbuatan lain yang sepadan. Kalau tujuan-tujuan penjatuhan hukuman tersebut
tidak tercapai, upaya terakhir dalam hukuman positif adalah menyingkirkan
penjahat melalui pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Begitu pula
dengan Hukum Islam, kalau dengan cara pendidikan tidak menjerakan pelaku
dan justru membahayakan masyarakat, hukuman ta’zir bisa diberikan dalam

bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.'®

Brbid

1bid him. 221.




Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah (5): 33, disebutkan: /

T lolud (s Y1 8 (g gmmy g Al gy g Al 5 sl 0l 151 o L)
jm}uma.ua?@lajjeﬁqmtlauj\}ia Ul_m
?d:‘; .a:;af&&ga&btm} wﬁd}ﬁjhﬁley

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa dalam hukum Islam, hukuman
terhadap perbuatan kriminal atau jarimah yang masuk dalam kategori hudud
adalah perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi hukuman had sebagai hak
Allah SWT atau yang dilakukkan untuk kepentingan umum adalah untuk
menolak kekacauan dalam masyarakat dan untuk mewujudkan keamanan dan
ketenteraman bagi mereka. Perbuatan pidana yang masuk kategori ini adalah
minum-minuman keras, mencuri, perampok, berzina murtad dan mengadakan
pemberontakan terhadap negara.'® Sedangkan hukuman pidana yang dikenai
hukuman qishds adalah pembunuhan yang disengaja dan beberapa perbuatan
pidana yang melukai anggota tubuh.!® Sedangkan yang terakhir adalah ta’zir
yaitu kejahatan atau perbuatan yang pidana yang tertentu dan terbatas dalam
hukum sendiri.”’

Hukum Islam berdasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran
pidana ada dua aspek dasar yaitu ganti rugi atau balasan (retribution) dan

penjeraan (deterence). Dalam hal retribusi sebagai alasan rasional dibalik

17 Al-Maidah (5): 33.
18\ fuhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pidana Mati..., him. 9
®Ibid, him. 17

Dipid, him. 25
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pemberian hukuman, dua secara intern yang menjadi unsur yang harus ada di
dalamnya yaitu: kekerasan suatu hukuman dan keharusan itu diberikan kepada
pelaku kriminal. Bila dibandingkan dengan sistem hukum pidana lain, bentuk
hukuman dalam pidana ini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman yang
paling keras. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana
Islam ini karena suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka
memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka
Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras terhadap reciprocal, yang
merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukkan, sehingga

dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya

Jagi.”!

Sedangkan fungsi kedua suatu hukuman adalah penjeraan. Apapun
bentuknya hukuman secara umum diharapkan menjadi penjara bagi suatu
tindakan kriminal. Penjeraan ini menjadi alasan rasional dijatuhkannya suatu
hukuman. Tujuannya ialah untuk mencegah terulangnya perbuatan pidana
tersebut dikemudian hari.”

Dalam Islam terorisme diartikan al-Irhdp, yaitu suatu kalimat yang
memiliki banyak makna dan gambaran bentuk yang berbeda-beda, namun
semuanya berkisar pada satu kalimat yang berarti menakut-nakuti atau sengaja

mengganggu stabilitas keamanan sebagai ancaman.” Oleh karena itu apapun

2Ratno Lukito, ‘Reformulasi Teori Hukuman ..., him. 87
Z1bid, him. 90

Pphmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap
(Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), him. 56.
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bentuk kejahatan dari perbuatan terorisme jika dikaitkan dengan Islam sangat
bertentangan dengan hukum Islam tentu tidak lepas dari sumber utamanya
yaitu Al-Quran, Hadist, dan Qiyas.

Qiyas menurut ulama ushul adalah mencari hukum suatu yang tidak ada
hukumnya baik dalan Al-Quran maupun Hadist dengan cara membandingkan
sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Juga menurut definisi
yang lain adalah untuk menyamakan sesuatu yang ada nash hukumnya karena
ada illat hukum.?* Sebagaimana dalam kaidah Figh: »

ale aa gy oSadl

Sebagaimana diterangkan bahwa qiyas berarti mempertemukan sesuatu
yang tak ada hukumnya dengan kata lain yang ada nash hukumnya karena
adanya persamaan illgt hukum. Dengan demikian qiyds itu penerapan hukum
analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat
akan melahirkan hukum yang sama pula.26

Berdasarkan definisi di atas bahwa qiyas adalah mempersamakan
hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya ‘iligtnya serupa’, maka hukum
qiyas ada empat macam yaitu:

1. Jea¥!: al-Ashl yaitu sumber yang mengeluarkan hukum yang digunakan

sebagai qiyds dari cabang atau yang mempunyai sasaran hukum.

2 ruhammad Abu Zahrah, Usul Figh, Terj. Saifullah Ma’sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
cet., VI, 2000), him. 336.

25 pcmuni Abdurrahman, Qoidah-qoidah Fighiyyah (Jakarta: Bulan Biotang, 1976),
hlm. 71.

26)fuhammad Abu Zahrdh, Usul..., him. 336.
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2. & Al : al-Far’u ialah cabang ar-Ra’yu ialah kasus yang handal diketahuai
hukumnya melalui Qiyds terhadap hukum asalnya.
3. oSall: al-Hukm jalah hukum ketetapan nash baik Al-Quran maupun Hadist

atau hukum ketetapan ijma’ yang hendak ditransfer pada kasus-kasus
baru karena adanya unsur persamaarn.

4. 3=l : gl-illgh ialah pokok yang menjadi landasan Qiyas atau alasan serupa
antara Qiyds dan Far'u.”’

Dari kekempat unsur tersebut illat merupakan hal yang sangat penting
dalam menentukan ada atau tidaknya hukum dalam kasus baru tersebut dan
sangat tergantung pada kasus hukum baru tersebut. Seperti dalam kaidah figh
yang lain disebutkan: 2

L g lagag4ile aa 5% oSad

Seperti contoh dalam kasus ini adalah pengiyasan kejahatan terorisme
dengan kejahatan hirgbah. Untuk menentukan tindak pidana terorisme periu
ditetapkan hukumannya, dan untuk menetapkan hukuman terhadap kejahatan
terorisme ini ditempuh dengan cara menganalogikan kepada kejahatan
hirgbah.”

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut di atas, akan penulis jadikan

sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dan

Y Ibid, him. 352.
28 5 smuni Abdurrahman, Qoidah-qoidah...., him. 71.

B¢Chaerman A. Jakcson, Domestic Terrorism..., him. 32.
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dengan anggapan bahwa setiap pemberian pidana selalu memperhatikan faktor

pelaku dan faktor perbuatan yang dilakukan.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai
berikut:
1. Jenis dan sifat penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)
yaitu penelitian yang datanya diambil dari buku-buku yang ada di
perpustakaan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-
analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan data, pengumpulan datanya yaitu
dengan jalan membaca buku-buku atau karya tulis lainnya yang ada
relevansinya dengan pembahasan skripsi ini. Disamping itu juga memakai
karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pidana dan pemidanaan baik dalam
hukum positif maupun dalam hukum Islam. Kemudian data tersebut
disusun, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk susunan kata-kata.
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan vang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-
yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang
berlaku, dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari nash (Al-Qur’an
dan Hadits), maupun para ulama dalam kitab-kitabnya, sedangkan dalam

hukum pidana positif yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum
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Pidana (KUHP), atau diluar KUHP, yang ada kaitannya dengan
pembahasan.
3. Analisa Data
Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dengan
tehnik analisis deduksi yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau
berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil

suatu kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian yang masing-masing bagian akan
dijabarkan secara mendalam, dapat dilihat sebagimana berikut:

Bab Pertama: pendahuluan, bagian ini inerupakan bagian yang paling
umum pembahasannya kerena berisi dasar-dasar dari penelitian ini. Adapun isi
dari bagian ini terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: pada bab ini memuat seputar teroris dan UU Anti Teroris,
yang menguraikan seputar pengertian terorisme menurut berbagai persi,
mengungkapkan pula pandangan Islam dan Barat tentang terorisme, hal ini
penting untuk disampaikan pertama kali, karena pada bagian ini merupakan
langkah awal untuk memahami terorisme secara utuh. Kemudian akan
mengutarakan seputar UU Anti terorisme. Pada bagian ini akan memuat

berbagai macam masalah seputar pembuatan UU Anti terorisme, mulai dari
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RUU, Perpu lalu disahkan menjadi UU. Tentu dalam hal ini akan menemukan
penjelasan yang berguna untuk mengungkap konsep perundang-undangan
pemberantasan terorisme.

Bab Ketiga: tentang hukuman tindak pidana dalam Islam. Dalam bab
ini penulis menguraikan tentang pengertian hukuman, dasar-dasar pelaksanaan
hukuman, pelaksanaan hukuman dalam Islam, tujuan pemberian hukuman
dalam Islam, dan hukuman tindak pidana tororis. Bagaimana pun juga
penelitian ini mencoba untuk melihat dari sudut pandang hukum Islam, jadi
pada bab ini akan mengungkapkan dengan jelas konsep pidana dalam hukum
Islam untuk menganalogikan hukuman tindak pidana teroris yang belum ada
dalam nash ataupun hadits.

Bab Keempat: akan membicarakan hukuman tindak pidana terorisme
dalam perspektif hukum Islam yang akan membahas tentang hukum Islam
terhadap delik pidana terorisme yang diterapkan dalam UU hukum positif
terutama undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme dalam pasal 6.
Bab ini merupakan pembahasan inti dan analisa serta telaah kritis penulis
terhadap hukuman tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 UU Nomor 15 tahun
2003 dalam perspektif Islam.

Bab Kelima: penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta

Jampiran-lampiran sebagai akhir dari penelitian ini.




BABYV

PENUTUP

Setelah penulis uraikan permasalahan secara panjang lebar Mengenai
‘Hukuman Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pasal
6 Undang-undong Nomor 15 Tahun 2003°, baik yang berkaitan dengan
pembahasan tentang pidananya, sanksi atau hukuman pidana, pelaksanaan
maupun pengaturan-pengaturannya menurut hukum Islam, maka dalam bab
penutup ini penulis akan mengutarakan kesimpulan dan saran-saran serta kata

penutup.

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari pokok masalah yang sudah ditentukan di atas
penulis menyimpulkan bahwa hukuman tindak pidana terorisme menurut
kepastian hukurﬁ Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Anti
terorisme yang tertuang dalam pasal 6 bahwa ancaman hukuman bagi pelaku
tindak pidana terorisme diancam hukuman mati tidak dianggap sebuah
kesalahan dalam menjatuhkan hukuman atau pemberian sanksi, dengan melihat
sisi kebenaran dan kemaslahatannya, bahkan bisa dikatakan bahwa Islam
sangat tidak setuju dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan,
yang sampai menimbulkan korban harta benda dan jiwa.

Pengambilan hukum tindak pidana terorisme dalam pandangan hukum

Islam digiydskan dengan kajahatan hirabgh. Karena kejahatan terorisme tidak

86
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ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka
diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum hirgbgh dengan
berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

Terorisme dan hirgbgh sama-sama berdampak negatif yang
mengganggu keamanan, menghilangkan nyawa, harta benda dan perusakan-
perusakan fasilitas umum. Dengan demikian ketentuan hukumnya dalam
hukum Islam adalah hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau
penjara dua pulub tahun, tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan
keadilan yang beradab . hal ini sesuai dengan perbuatannya. Nyawa dibalas

dengan nyawa.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya

dan pemerhati perkembangan hukum Islam serta melihat keadaan masyarakat
pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka diperlukan studi lanjutan
semisal membuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan
menilai tindak kejahatan terorisme dalam pemidanaan khususnya pada
pidana mati yang konsisten dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini
sangat penting untuk memperbaiki peradilan pidana serta komunikasi yang

baku dan terarah kepada masyarakat mengenai situasi kuantitas dan

kualitas kriminal.
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2. Kebijakan kriminalitas atau kejahatan terhadap terorisme dalam bentuk
hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sudah merupakan keharusan
mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh terorisme ini sangan luas.
Namun hendaknya penggunaan UU Anti Terorisme dilakukan secara

selektif dan limitatif.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang sangat dalam atas
karunia yang telah diberikan-Nya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan
skripsi ini sebagai tugas akhir penulis selama studi di UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tercinta. Selanjutnya tidak lupa pula shalawat dan salam penulis
haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., beserta
keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu menjunjung tingi
dan taat mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya.

Dalam penulis ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pihak-pihak
yang selalu setia membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Untuk itu izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam,
semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan akan dibalas Tuhan dengan
limpahan rahmat yang tidak terhingga.

Penulis pun menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih
banyak kekurangannya, baik dari segi tulisan, pemilihan bahasa yang baik dan

benar, maupun dalam teknis analisis. Semua itu tidak lain adalah kelemahan
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penulis sebagai manusia. Demi untuk menyempurnakan tulisan ini, penulis
mengaharapkan kritik dan saran.

Sebagai akhir kata dari penulis, semoga tulisan yang serba sederhana ini
dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi khalayak pembaca umunya.

Akhirnya hanya kepada-Nya, segala kebenaran penulis kembalikan.
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TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal

Footnote

Terjemahan

Bab 1

13

17

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat |

kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)

suatu penghinaan untuk mereka di dunmia dan di |

akhirat mereka beroleh siksaan yang benar.

I

16

Hukum itu berkisar pada illatnya.

G [

17

Hukum itu berkisar pada tentang ada atau tidaknya
hukum.

Bab I

14

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi
Bani Israil; Barangsiapa yang membunuh seorang
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang
lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia

seluruhnyua.

W
L2

14

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka

dengan bertimbal balik, atau dibuang dan negeri |

(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)

suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di |

akhirat mereka beroleh siksaan yang benar.

Bab III

58

22

Kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada |

kemaslahatan individu.

Bab IV

71

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang
dibunub; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita,
maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari
saudaranya, hendaklah (yang dimaafkan} mengakui
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberni




maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian
itu adalah suatu keringan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah
itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan)
hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya
kamu bertakwa.

71

Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu
yang patut dihormati, berlaku hukum gishash. Oleh
sebab 1tu barangsiapa yang menyerang kamu, maka
seranglah  1a, seimbang dengan serangannya
terhadapmu.  Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang
bertakwa.

72

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di
dalamnya (at-Taurat) bahwasanya (jiwa) dengan
jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-
luka (pun) ada gqishashnya. Barangsiapa yang
melepaskan (hak gishash) nya, maka melepaskan hak
itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa
tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mercka itu adalah orang-
orang vang zalim.

10

74

Hindar hukum had (hudud) karena ada keraguan.

11

77

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya
pula. '
Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya
pula. '

75

18

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari neger
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang benar.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
vang memerangl Allah dan Rasul-Nya...

14

84

22

Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara
mereka)  sebelum  kamu  dapat  menguasai
(menangkap) mereka.
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